T Menimbang' |

‘ PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN f

[ZD’E’NG‘AN;RAHMAT TUHAN YANG ‘MAHA' ESA

:a.

~ Bukan Logam dan Batuan;

-PROVINSI_ KALIMANTAN TIMUR |

'WALI KOTA BALIKPAPAN

RANCANGAN

'\IOMOR TAHUN
TENTANG

C PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MH\IERAL BUKAN L@G‘rAM
- DAN BATUAN DAN PENERIMAAN/ SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK |
(R - MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

o wm KOTA BALIKPAPAN,

' bahwa untuk memngkatkan pelayanan daya guna dan,‘ '
~ hasil guna pemungutan pa_]ak mineral bukan logam dan
batuan perIu mengatur petunjuk ~ pelaksanaan i
- pemungutan pajak mlneral bukan logam dan batuan‘ = E
i ;bahwa untuk  melaksanakan smergl rangka‘A '

optlmahsas1 penerimaan pajak dan opsen pa_;ak ‘atas

mmeral bukan logam dan batuan

‘bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (8)'3
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentangi PaJa_k |

Daerah dan Retrlbus1 Daerah

: bahwa berdasarkan perhmbangan sebagalmana d1maksud Sk
) dalam huruf a, huruf b dan huru.f € perlu mene:tapkan [
| | Peraturan Wali Kota tentang Petunguk Pelaksanaan B

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan

:Penenmaan/ Sinergi Pemungutan Opsen Pajak M1n,eral_‘ o

7\. X




i ' '  Méngingatfj{;::' 1.

: Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk

Indones1a Tahun 1945;

. 'Undang—Undang Nomor 27 Tahun 19:)9 tentang Penetapan
| Undang—Undang Darurat - No. 3 Tahun 1953 tentang 1
: 'Perpanjangan Pembentukan Daer.ah ‘Tingkat

illdl

Kahmantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagal

: Undang—Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 7 2,
,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagalmana
o ‘telah beberapa kali dlubah terakh1r dengan Undang—
| »‘Unda_ng Nomor 8 Tahun A1965 tentang Pember?tukan‘ »

Daerah Tingkat Il Tanah Laut Daerah Tingkat Il Tapin dan
Daerah ngkat Ir Tabalong dengan Mengllbah Undang— ;

L } 'Unda.ng No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang -

Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pember%tukan

- Daerah Tingkat II di Kahmantan (Lembaran Negara Tahun ‘

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor,

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pera{tturan i

«2736), ; o
. lUndang—Undang Nomor 23 Tahim' 2014 yt?ntang _
~ ;..Pemennta«han Daerah (Lembaran Negara Repubhk o
,';Indonesm Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran i

Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587) sebaga_lman? telah

| beberapa kali d1ubah terakh1r dengan Undang—Undang o

‘Pemenntah Pengganti. Undang—Undang Nomor 2 Tahun
'2022 tentang Cipta KerJa Men_]adl Undang-Ulndang
: (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2023 lI\Iomor, :
41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm‘ i

Nomor 6856) ;
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan i
| Daerah {Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 2022 A
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Ind?nesm 8

N,omor 6757} v R e ;

¥ [ *




Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kota Balikpapan. v
Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

1.
2.
3.

Menetapkan

' Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 8);

: PERATURAN ~ WALI KOTA  TENTANG PETUNJUK

Peraturan Pemerintah Nomor 35. Tahun 2023 tef,ntang
‘Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 ll\Iomor
85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881); | - o 1 |

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun‘ 2023
tentang Pajak Daerah dan Retrxbum Daerah: (Le
Daerah Kota Bak1kpapan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan

MEMUTUSKAN:

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN DAN PENERIMAAN/SINERGI

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN.

BABI
'KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintiahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wah Kota dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemenntahan '

yang men_]ad1 kewenangan Daerah.

.- Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bldang

-perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perunqlang— .

|

7? 4




i sebesar—besarnya kemakmuran rakyat

o Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat d1kena1 PaJa}k

Pendapatan ':;Asli Daerah  yang selanjutnya dlsmgkat PAD adalah X
i pendapatan Daerah yang d1peroleh dari pajak Daerah retnbu81 Daterah |
: ‘hasil pengelolaan kekayaa.n ‘Daerah yang dlplsahkan dan lain-lain
pendapatan ash Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perunjiang{ ;
’ »undangan Eal < = |
.7;‘~‘PaJak Daerah yang selanjutnya dlsebut Pa_]ak adalah kontrlbu31 wapb
o kepada Daerah yang terutang oleh orang pnbadx .ata;u badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang -undang, dengan t1dak mendapatkan

‘, 7: 1mba1an secara langsung dan dlgunakan untuk keperluan Daerah% bagi ’, S

i
l

Wa_]lb Pa_]ak adalah orang prlbadl atau badan mehputl pembayar PaJak

pemotong Pa_]ak dan pemungut Pajak, - yang mempunya1 hakl dan |

kf 'kfikewa_.]lban perpagakan sesuat dengan ketenman peratur.an perundang-‘

undangan

10,

5 ; Jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wak11 yang menjalankan hak dan‘ :

: Penanggung PaJak adalah orang pribadi- atau badan yang bertanggung' :

‘memenuhl kewapban Wa_]1b Pajak menurut ketentuan peraturanf

. perundang—undangan

11 Badan adalah sekumpulan ~orang dan/ atau modal yang merupakand e

‘ **:),‘;’kesaiuan, baik yang melakukan usaha maupun y,ang Udak melakukan

| ~f~usaha yang mehputl perseroan terbatas, perseroan komand1ter, perséroan

o lainnya, badan usaha m111k negara, badan usaha mﬂlk Daerah atau badan: o \
g,usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, ﬁrma, kongsi,
kopera81, dana pens1un persekutuan perkumpulan yayasan, orgamsasr

i ‘massa, orgamsa31 somal politik, atau orgamsa31 lainnya," Iembaga dan'

 bentuk badan lalnnya, termasuk kontrak 1nvesta31 kolektif dan bentukw

| t: ':~'usahatetap
12

PaJak M1nera1 Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya d1s1ngkat Pa]ak e

MBLB- adalah PaJak atas kegiatan pengambllan m1nera1 bukan logam dan.

Y0 dlmanfaatkan
s adalah m1nera1 bukan logam ‘dan batuan sebagalmana dlmaksud di dalam b
’,kperaturan perundang—undangan di bidang mmeral dan batu bara.

e ~ batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bum1 untuk -

[

.
It

Mmeral Bukan Logam dan Batuan yang selan_]utnya d1s1ngkat MBLB”‘V

e
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'vOpsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu
Opsen PaJak Mlneral Bukan Logam dan Batuan yang selan_]utnya dlsebut; .

| Opsen PaJak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok :

o Z'iPaJak MBLB sesual dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

‘Pemungutan adalah suatu rangkalan kegiatan mu1a1 dari penghnnpunan, 3

data objek dan subjek Pa_]ak penentuan besarnya PaJak yang terutang

. pengawasan penyetorannya
e

e asampal keglatan Penaglhan Pa;ak atau Retﬂbum kepada Waglb Pajak serta

I
|
s
|

Surat Pemberltahuan Pajak ‘Daerah yang selanjutnya disingkat StPTPD,
: ?f.adalah surat yang ‘oleh Wajib PaJak dlgunakan untuk melaporkan;
S penghltungan dan/ atau pembayaran Pajak, obJek PaJak dan/atau blukanr

f/fob_]ek PaJak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuangf

o ffperaturan perundang—undangan perpa_]akan Daerah

i T'surat ketetapan PaJak yang menentukan besarnya _;umlah pokok PaJakf L

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selamutny,a dlsmgkat SKPD ,actialahk

:.:yang terutang | - | :
Surat Setoran Pajak Daerah yang selan;utnya dlsmgkat SSPD adalah Fuktr
L pembayaran atau penyetoran Pajak " yang telah dllakukan dengan-

. menggunakan formuhr atau telah dllakukan dengan cara lain ke kas

T Daerah melalul tempat pembayaran yang d1tunjuk oleh Wah Kota

S SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya Jumlah

Surat Ketetapan Pa}ak Daerah Kurang Bayar yang selan;ru,tny.a dls,tngkat

= ,pokok PaJak Jumlah kred1t Pajak, Jumlah kekurangan pembayaran pokok> :

o gPaJak besarnya sank31 administratif, dan Jumlah Pajak yang masnh harus'

vi o d1bayar

Surat Ketetapan PaJak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya o

- dxslngkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pa_]ak yang menentukan'; 3

S . atas Jumlah Pa;ak yang telah dltetapkan
; ,‘_22; f: |
. 'Tadalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak samaf B
, S besamya dengan Jumlah kredlt PaJak atau PaJak t1dak terutang dan t1dak‘ 5
~ adakredit Pajak. , L
- ;?‘,2’3,‘

Surat Ketetapan PaJak Daerah N1h11 yan,g selan_lutnya d1s1ngkat SKPDN i

,_Surat Ketetapan PaJak Daerah Leblh Bayar yang seIanJuf_nya dlSln gka‘t-' . -

o SKPDLB adalah surat ketetapan Pa_]ak yang menentukan Jumlah keleblhan

7 »’?
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' pembayaran Pa_]ak karena Jumlah kredit Pajak leblh besar darlpada PaJak B ey
i Bt ;yang terutang atau seharusnya tidak terutang. . T S
e 24 ,‘;Surat Tagihan PaJak Daerah yang selanJutnya d1s1ngkat STPD adalah surat»' |

. i untuk melakukan taglhan PaJak dan/ atau sank31 admlnlstratlf berupa,

S bunga dan Jatau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan : o

L kesalahan tuhs kesalahan hmmg, ‘dan«/.ata;u kekehruan dalam penerfpan

: : .ketentuan tertentu dalam peraturan perundang—undangan perpa_]akan
iy Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD SKPDKB 'SKPDKBT, SI%PDN~

e SKPDLB STPD Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan ~

e 'Keberatan
2.

Surat Kepui:usan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
,; ”terhadap “SPPT, SKPD SKPDKB SKPDKBT SKPDN, SKPDLB atau

terhadap pemotongan atau Pemungutan plhak kenga yang dlajukan eleh’ .

S ,V'VV’V‘VSQWaJlb Pajak. -

- ~,d1persamakan dan 1amp1ran—1amp1rannya termasuk penilaian tentang:_' ,v |

| kebenaran penuhsan dan peng}utungannya serta kesesualan ,antara gurat | S

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wa_]lb PaJak

‘ ‘}‘28‘(, Penehtlan adalah serangkalan keglatan yang dilakukan untuk menllal‘

‘,'Putusan Bandmg adalah putusan badan peradllan pajak atas bandmg

'kelengkapan pengls1an surat pembentahuan atau dokumen lain yang o

o pembentahuan dengan SSPD.

: Penaglhan adalah serangkalan tindakan agar Penanggung Pajak meluna81 g

' utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau

o5 ;mempenngatkan melaksanakan Penaglhan seketika dan sekahgus

‘ membentahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan o

) ~’ menunggu tanggal Jatuh tempo pembayaran yang mehpUtl seluruh utang’ e

S PaJak dar1 semua Jems Pajak, masa Pajak, dan tahun PaJak
31

penyltaan melaksanakan penyanderaan dan men_]ual barang yang telah |

: 7Vd1s1ta L o ; |
: Pena,glhan Seketlka dan Sekangus adalah tlndakan Penaglhan paja;k yang_;, o
,d11aksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa‘ L

Utang Pajak adalah PaJak yang masih harus dlbayar termasuk sanksx

adm1n1strat1f berupa bunga denda, dan/ atau kena1kan yang tercartltum' ‘

|




* dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan

32,
: rWaJ1b Pajak atau Wajlb Retr1bu31 untuk meluna31 Utang Pajak atau utang

33.

34,
| ‘Penaglhan Seketika dan Sekahgus pemberltahuan Surat Paksa, penyltaan

- 35.

36,

Jenis Paj,ék Daerah yang .diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

a.
b

v‘perundang-undangan perpajakan Daerah.

~undangan perpajakan Daerah.

'déngan tahun kalender.

‘Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh PeJabat untuk menegur

Retribusi.

' Surat Paksa adalah surat perlntah membayar Utang PaJak dan biaya
- Penagihan P.aJak

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penaglhan Pajak yang mehnutl

dan penyanderaan.

Pemenksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektii’ dan
‘ profe/sional' berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk me'nguji
‘kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau L;In.tuk

5 tujuari lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,

_’kecﬁ.ali apabil‘a Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama -

; BAB II
- PENGATURAN UMUM

Pasal 2

PaJak MBLB; dan
Opsen Pajak MBLB.

BABII
PAJAK MBLB

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 3




o , (1) Pe.mungutan Pajak MBLB mlakukan oleh Perangkat Daerah
,memb1dang1 Pa_]ak ‘ o X '

L (2) Wilayah Pemungutan PaJak ‘MBLB yang terutang merupakan w11ayah

s Daerah tempat pengambllan MBLB

’ Pasal 4 -

jf - vDalam rangka efek,tlﬁltas dan sinergitas pelaksanaan keglatan kaordmas,l ‘

o & penghltungan dan - pemungutan Pajak antara Perangkat Daerah

i hldup, dltetapkan tugas mehputl ‘ ,
" ;’a.b _ Perangkat Daerah yang membidangi Pa_]ak bertugas melakukank‘ L
& kk pemungutan Pa_]ak MBLB yang meliputi rangkaian keg1atan > S
1. pendataan data Subjek PaJak dan objek Pa_]ak
’ pendaftaran Waj: 1b Pa;ak
S penetapan Wajib Pajak

-Penaglhan Pajak;
. pelaporan reahsas1 penerimaan Pajak;
i pengawasan penyetoran Pajak; :’ ;
proses pembetulan, pembatalan, Zkeringanan; «' penghapusan
| ;‘keberatan Pajak dan’ L L
i ;b“. i ‘,Perangkat Daerah Vang memb1dang1 llngkun,gan hidup bertugas
1

Noowu pow wH

; ‘pemanfaatan MBLB dan

dan pemanfaatan MBLB:
S Melakukan pendataan SubJek Pa_]ak dan Ob_]ek Pa_]ak

pen:erapan sanks1 .admnnstratrf dan penyldlkan P,aJ:ak

melakukan pengawasan dan pembmaan pelaku usaha pengambﬂan

- Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan

yang

e f’}'membldangl Pajak dengan Perangkat Daerah yang memb1dang1 llngkungant o

dan

membemkan rekomenda31 teknis terhadap volume Pengambﬂan dan G

Pasal 5

. (1) _?Wapb Pajak PBB P2 Wa_]lb mendaftarkan usahanya atau objek Pa_]aknya o

i dengan menggunakan formuhr pendaftaran PaJak secara manual kepada &

| Perangkat Daerah yang memb1dang1 Pajak me1a1u1 bldang yang menangam

v [ #




'urusan penda.ftaran dan/ atau melalm penclai’taran seca.ra elektromk} o

= : < palmg lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai.
Lo
o ‘:i ayat (1) dlsampa_lkan palmg lambat 7 (tujuh) har1 setelah tanggal dlterllma

Formuhr pendaftaran PaJak secara manual sebaga1mana dunaksud pada

- Formuhr pendaﬁaran PaJak sebagmmana d1maKsud pada aya‘t (1) harué

e dllSl dengan benar, Jelas lengkap serta d1tandatangan1 oleh Wa_]lb

» Pa}ak/ Pena;ngg;ung Jaw.ab/ Penenma Kuasa/ Pemilik dengan melampnkan

b, fotokopl akta pendman Badan, dan

RRIC e | 5
oan fotokop1 identitas d1r1 Wajlb Pa;ak/ Penanggung Jawab/ Penenma‘ '

Kuasa / Pemlhk

LolTes Surat kuasa disertai fotokopi 1dent1tas d1r1 Penerlma Kuasa apablla .

)
S obJektn Wah Kota atau Pejabat yang d1tun3uk dapat melakukant

i permohonan W,agl.b Pa;}ak
@

g  Wajib Pa_]ak/ Penanggung Jawab berhalangan
: ,;v(}4)_,_

'*dlvenﬁkam oleh bldang yang menangam Pendataan ,dan Penetapan, kepala -
| Perangkat Daerah yang, membidangi Pajak menerbltkan s
‘a. surat penetapan pengukuhan '

‘b kartu NPWPD; dan ;

- c. pembentahuan/ mforma31 Pemungutan PaJak R
Dalam hal Waj1b Pajak tidak melaksanakan kewaj1ban sebagan}nana‘ o
: dlmaksud pada ayat ( 1), Kepala Perangkat Daerah yang memb1dang1 Pajak 3,_' '
menerbltkan NPWPD secara jabatan berdasarkan da.ta ataw ke:terangan lam o

o yang bersumber dar1 hasﬂ pendataan penv181ran dan/ atau hasil keg1atan,

Setelah formuhr pendaftaran Pajak sebaga_lmana d1maksud pada ayat (4) o

- lamnya yang d1rm11k1 Perangkat Daerah yang memb1dang1 PaJak yang‘ : |
| igbukan berdasarkan data dari Wajib PaJak S '
7 “kKepala Perangkat Daerah yang memb1dang1 PaJak menetapkan Penanggung_
v G Jawab ] Penerlma Kuasa / Pem1hk sebagai Wapb Pa_]ak MBLB :

- Pasal 6

’Dalam hal Wa_ub Pajak tldak lagi memenuh1 persyaratan subJektlf dan " “

;penonaktlfan atau penghapusan NPWPD secara Jabatan atau atas dasar

Dalam‘ hal penonaktlfan atau penghanusan NPWPD atas dasar

: permohonan Wapb Pa_]ak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Wali Kota

% —




i keperluan adm1mstras1 perpajakan Daerah.

-10-

| Z ,fjratau Pejabat yang dltu.nguk harus menerbltka.n keputusan da,lam Jangka, =
W . Waktu 3 (t1ga) bulan seJak tanggal permohonan diterima : secara lengkap |

(3 Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ftidak

dlterbltkan setelah melampau1 jangka Waktu 3 (tlga) bulan, permohonan'

L o Wajib Pajak d1anggap d1setuJu1

i :}. (4) Penonaktlfan atau penghapusan NPWPD secara _]abatan atau atas dasar g

; 'permohonan ‘Wagxb P,agak sehagamaana dlmaksud pada ay,at £1) c%lapat_ ‘

o d11akukan sepanjang Wajib Pajak:
tldak mem111k1 tunggakan Pajak; dan

b, tldak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, br::.ndmg;i B

gugatan atau penmjauan kembali.

Pasal 7

| Wah Kota atan Pejahat yang dltunjuk melakukan pendataan Waglb PaJak dan

L 1objek PaJak untuk memneroleh melengkap1 dan menatausahakan data obJekb- !

: "Pa_]ak dan/ atau Wa_]lb Pa_]ak termasuk mformas1 geograﬁs ob_]ek Pa_]ak untuk‘

' 'BagianKetiga
Perhitungan Pajak MBLB

Pasal 8

oy 'v (/1),5‘,:'Bé‘sa’ran pokok Pajak" MBLB yang térutang dihitiirig dengan cara

mengahkan dasar pengenaan PaJak MBLB dengan tarlf Pajak MBLB

“ (Q): Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagalmana ‘dimaksud pada ayat; (1)
i ~merupakan nilai jual hasil pengambﬂan MBLB. S o

e (3) Nilai Jual hasil pengambllan MBLB sebagalmana dlmaksud pada aya'ic (2)»; o
dlh]i'.lmg herdasarkan perkahan vclume/ tenase penllan MBLB £

1

i dengan harga patokan t1ap tiap jenis MBLB. L o

o (4) Harga patokan sebagalmana dimaksud pada ayat ('3)‘ : dih‘i’t;ung

8 : berdasarkan harga Jual rata—rata t1ap tiap Jems MBLB pada mulut
L tambang yang berlaku di wilayah Daerah. '? T s z v
o (5) 'Harga patokan sebagalmana dimaksud’ pada ayat (4) dltetapkan sesual“ ol
e dengan - ketentuan - peraturan perundang-undangan di b1dang
- pertambangan mmeral danhatu bara. :

A

& |~

T




o
u‘y:ang membenkan kepereayaan kepada Wa_Jlb P.aJak MBLB untuk i

S "V; yang terutang kepada Perangkat Daerah yang memb1dang1 Pajak.
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: Bagian Keempat
- Penetapan Pajak MBLB

Pasa19 o

MBLB d1pungut dengan s1stem self assessment atau penghltungan send1r1r s

menghltung, memperhltungkan membayar, dan r{nelanorkan sendln Pagak, e

Wajlb PaJak MBLB dalam menghltung, memperhltungkan, dan

St melaporkan sendm PaJak yang terutang sebagalmana dimaksud pada ayat

e dapat menerb1tkan

i a. SKPDKB dalam hal | PR , - - a
pRe 1. apabﬂa herdasarkan ‘hasil Pemenksaan atau keterangan lam, f

. b. SKPDKBT, dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang o

m menggunakan SPTPD.
i ’(3‘)
= fdjmaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan SKPDKB dan/ai:au SKPDKBT

,Wajlb Pajak MBLB yang tidak memenuh1 kewajlbannya sebagalfnana:f

~ Pasal 10 S ,
Da.lam Jangka waktu 5 (hma) tahun sejak saa.t terutangnya Pajak kepala

. Perangkat Daerah yang membidangi PaJak atau PeJabat yang dltunjuk‘ -

~Pajak yang terutang t1dak atau kurang dlbavar '

2 penghltungan secara _]abatan karena:

' a) Wapb Pajak MBLB tidak menyampa1kan SP‘I‘PD ‘dalam Jangka N

waktu 15 (l1ma belas) hari kerJa setela_h berakh1rnya masa' -

PaJak dan telah ditegur secara tertuhs namun tldak

i3 dlsampalkan pada waktunya sebagalmana d1tentukan dalam )
. Surat Teguran; atau gl oy
b) Wajib Pagak tldak memenuh1 kewajlban Pembukuan atau ’

pencatatan secara elektronik dan / atau non-elektronik.

'semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah

- Pajak yang Terutang setelah dﬂakukan Pemenksaan dalam rangka -

: g E penerbltan SKPDKBT dan




o dlmaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dlkenakan sanks1 admlnlstratlf 9%
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;_3 c SKPDN dalam hal Jumlah Pajak yang terntang ‘sama bcs?rnya

dengan Jumlah kredlt PaJak atau PaJak tidak terutang dan t1dak'ada> o
hed1t Pajak. ' R TNt L R
Jumlah kekurangan PaJak yang terutang dalam SKPDKB sebagalmana :

) 'iberupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan
L dihitung dan Pa;ak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan d1h1tung seJak saat

£ :vterutang PaJak

e |
e dunaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, d1kenakan sanks1 administratif = |

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB Sebagalmana:f s

: berupa bunga sebesar 2 2% (dua koma dua persen) per bulan d1h1tung’

o dar1 PaJak yang kurang atau terlambat d1bayar untuk Jangka waktu
e jpa}mg lama 24 (dua puluh empat)} bulan dlhltung se;ak saat teruiang
e 'ﬂ_Palak | g -
L (4) ,Jumlah PaJak yang terutang dalam SKPDKB sebagalmana d1ma{1ksudy 7
: pada ayat (3) d1tambahkan dengan sanksi admmlstratlf kenalkan PaJak B

sebesar 50% (hma puluh persen) dari pokok Pajak

Jumlah kekurangan PaJak yang terutang dalam SKPDKBT sebagalmana .

o 'dlmaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sank31 admmlstratlf berupa o
kena:kan Pa}ak sebesar IOO% (ser.atus persen,) dan Jumlah kekurangan

Sl Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
L ©®

Kenalkan sebagalmana dunaksud pada ayat (4), tldak d1kenakan apablla, » i

N Wapb Pa,Jak melaporkan send1r1 kekurangan PaJak yang terutang se‘éelum :

i . dﬂakukan tindakan Pemerlksaan
m

SKPDKBT sebagalmana d1maksud pada ayat (5) tldak dapat dlterbltkan )

*r‘:sebelum d1dahu1u1 dengan penerbltan SKPDKB sebagalmana dunaksud S

Lo dar1 1 (satu) kali untuk masa Pajak atau Tahun PaJak yang samaf -

pada ayat (4).

SKPDKBT sebagalmana dimaksud pada ayat. (5) dapat d1terb1tkan 1eb1h o

sepanjang d1temukan 1ag1 data yang belum terungkap yang menyeba?bkan i

L J, penambahan Jumlah PaJak yang terutang SRR e } :
i SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wa_]lb dlluna31 dalam i

SKPDKB sebagalmana dimaksud pada ayat (3) ‘dan. ayat‘ (4),’

§ | Jangka Wak,tu palmglama 1 (safw) bulan se;ak tangga} dlterbltkan

A

e T




W

@

- Daerah yang membidangi Pajak.

_ dapat dilakukan apabila Wajib Pajak MBLB:
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o Pasal 11 ‘
Penetapan Pajak yang terutang dihitung secara jabatan :sebaga.imana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan oleh kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pajak afau.'Pejabat yan'g ditutnjuk,

berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Perangkat
Penetapan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. tidak menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan peredai'an

usahanya;

'b.  menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan-tetapi tidak lengkap -

~ dan/atau tidak benar;

€. ftidak mau memperhhafkan dan/ai:au memm;amkan bukw | ataw

g

“

~cara/ metode Pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:

- c. berdasarkan data pembandlng
) 7,
" huruf a, dilakukan sesuai prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan

~ catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain |yang

berhubungan dengan objek Pajak MBLB yang terutang; atau

'd. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat  atau

ruangan - yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
 kelancaran Pemeriksaan dan/atau membenkan keterangan yang

diperlukan. i |

':Sehelum dikenakan perhitungan Pajak secara jabatan, pei‘:ugasf

- pemeriksa telah melakukan prosedur Pemerlksaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang—undangan

Penetapan Pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data peredaran

~ usaha yang diperoleh melalm salah satu atau lebih dari 3 (tlga)

a. berdasarkan hasil kas opname;

b herdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wamb

'Pajak MBLB; dan/atau

Pemeriksaan hasil kas opname sebaga1mana dlmaksud pada ayat (4)

dilakukan paling sedikit 3" {tiga) kali kunjungan dengan Waktu'danE hari

yang berbeda. ' Co e i

I
b

A

g

Ika




- (6)

(™)
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,‘Ha:,s,il.‘ kas opha’rhéf sebagaimana dimaksud .pada ayat ,(S) akan dipaké.i

sebagai nilai peredaran usaha per hari yang merupakan nilai rata-rata
dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat

~ usaha Wajib Pajak se€bagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf b,

®
- ayat (7), peredaran usaha ditaksir dan dihitung .

(9)

dilakukan dengan tindakan monitoring di tempat paling sedikit 7 (tujuh)

_hari sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana ' dimaksud |pada

Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimakbsud‘pada

~}ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandlngkan kondisi usaha

Wa_]lb PaJak MBLB dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas atntara

. lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara

- (10)

~ atau sumber lain yang dapat dipercaya.

@

_ proporsional ataxt kondisi usaha antara tahun ataw bulan yang sedang

- diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
Data pembanding sebagalmana dimaksud pada ayat (9) dapat dipe'roleh ‘
berdasarkan data yang ada di Perangkat Daerah yang membidangi i’ajak

7 Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran

| Pasal 12
Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB yang |

terutang dengan menggunakan SSPD.
Pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB sebagalmana dimaksud pada
ayat (2} dilakukan melalm sistem pembayaran berbasis- elektronik.
Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka %Waktu

- pembayaran atau penyetoran Pajak terutang pahng lama 10 (sepuluh) hari

L kerja setelah berakhunya masa pajak. i

"‘7(5)7

Dalam hal Wajlb PaJak tidak membayar atau menyetor tepat pada

waktunya sebaga_lmana dimaksud pada ayat {4); Wajib PaJak d1kena1

sanksi adminiStratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, d1h1tung dari

G |

T
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tanggal jatuh tempo pembayaran sampai. dengan tanggal pembay_ara,ﬁ,j :
_ untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian -

 ~dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan da'n‘ ditagih dengan ,

N méhggunakan STPD.

(1

@

@)

@

8

@

- berakhirnya masa PaJak

Bagian Keenam -

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 13
W,a_]l.b Pajak wagtb melaporkan atas keglatan pengolahan dan/‘ataur

- pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dengan menggunakan -

SPTPD kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dan/atau
melalui pelaporan secara elektronik. 8
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). wa_]lb diisi. dengan benar, -
| _]elas, lengkap serta _ditandatangani oleh Wajib Pa_]ak/ Penanggung Jéwab |
PaJak/ Penerima Kuasa dengan melampirkan: |
&. perhitungan volume/tonase Pajak yang telah direkomendasi Perangkat
- Daerah yang mebidangi lingkungan hidup; dan '

b. bukti setoran Pajak yang telah dilakukan (tindasan SSPD).
Penyempaian SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah

Apablla SPTPD tidak disampaikan sesuai dengan batas ‘waktu
sebagaimana d1maksud pada ayat (3), dapat diterbitkan Surat Teguran. :

: Pasal 14 r , .
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dikenakan sanksi |
administratif berupa denda. ; o
‘Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dunaksud pada ayat (1) |
ditetapkan dengan STPD sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu ruplah) g
untuk setiap SPTPD. | | 1 |
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada asrat (2)
tidak dikenakan J1ka Wa31b Pajak mengalami keadaan kahart (forcek'l

majeure).

S,




o

@

@

M

.

£2) Penelitian atas SPTPD sehagalmana dimaksud pada ayat {1} mehputl
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Pasal 15

WaJ1b Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SP’I‘PD yang

telah dlsampalkan dengan menyampaikan pernyataan tertuhs sepan_]ang

“belum dilakukan Pemeriksaan.

‘Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan|paling

- lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

‘Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) °

- menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan; SSPD

sebagai bukti pelunasan Pajak yang kura.ng d1bayar dan 'sanksi

administratif berupa bunga.

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana -
dimaksud pada ayat (3} dikenai sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen)_ per bulan dari j_umlah Pajak yang lfurang ‘

dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan

tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh | |

f empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

~ Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan

sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kedua
Penelitian SPTPD

Pasal 16

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penehtlan atas SPTPD

yang dlsampalkan Wa_]lb Pa_]ak sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

S al

kesesuaian batas akhir pembayaran dan/ atau penyetoran dengan
tanggal pelunasan dalam SSPD; ' '
kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

kebenaran penulisan, penghitungan, dan/ atau administrasi lainrlya.

*

# |




(3)

(4)

(5)
o [?) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari |
Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ‘ditunjuk dapat melakukan

(1),

(2)

, d1bayar, Wali Kota atau Pejabat yang dltun_]uk menerbltkan STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jurnlahi :

‘Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang

| wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. | | |
- Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara

: bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.
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Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebaga.lmana dlmaksud |
pada ayat (2) diketahui terdapat PaJak terutang yang tidak atau kurang .

_ kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi admirilistratif;

berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Paja:.k yang b

kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya

‘masa Pajak, bag1an Tahun Pajak, atau Tahun PaJak untuk Jangka’ waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta baglan dari bulan dihitung |
penuh 1 (satu) bulan. , |
Dalam hal hasil Pene11t1an atas SPI‘PD sebagalmana d1maksud pada ayat

Pemeriksaan.

BAB IV
OPSEN PAJAK MBLB

Bagian Kesa‘tu
Dasar Pengenaan
Pasal 17

‘Saat terutangnya Opsen Pa_]ak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya
 Pajak MBLB. |

Wilayah Pemungutan kOpbsen Pajak MBLB yang terutang merupékan 7

mengalikan tarif Pajak sebesar 25% {(dua puluh lima persen) dengan dasar | |
pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang '

Bagian Kedua

Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan




e

@)
@

©)

(6)

B
~ dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

e

{1} b

dilakukan oleh Wajib Pajak, Wali Kota melakukan Penagihan.

V pajak daerah.
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‘ Pasal 13 ‘ |
Penghltungan pembayaran dan pelaporan Opsen Pajak MBLB tt‘erutangi

dilakukan bersamaan dengan pengh1tungan pembayaran, dan pelaporan

~ Pajak MBLB.

@
kas daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan bers{,amaan |
~ dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.

Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ke

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud p'ada ayat (2) tidak

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penaglhan
sank31 administratif atas Opsen Pajak MBLB. N
Dalam hal Wali- Kota telah menerima pembayaran atas Penag1han
sebagmmana dlmaksud pada ayat (3), Wali Kota menyetorkan bagian '

- Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi Kahmantan TJ.mur paling lama 3

(tiga) hari kerja.

Penaglhan oleh Wali Kota sebagalmana dimaksud pada ayat @)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah{. ,
Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pelaksanaan Penagihan sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan ketentuan peraturan: perundang—undangan mengenal penagihan
Bagian ketiga

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 19 o
,alam hal Wajib Pajak mengagukan kelebihan pembayaran Pa;ak iMBrLBf -

; k_epada Wali Kota, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak ‘MBLB

‘ “termasﬁk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen

@

Pajak MBLB.
Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui, Wali Kota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.




..(3),’

@

(1)

@
' - kerja sama.
B

soa.

- disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Sahna,n SKPDLB sebaga;mana d1maksud pada ayat (2). dlsampalkan kaada |
Gubemur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana

d1maksud pada ayat (2) diterbitkan.

Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ BABV
' SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 20

Dalam rangk& optlmahsa31 penerimaar Pajak MBLB dan Opsen Pajak

MBLB ‘Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersinergi dengan

Pcmermtah Daerah.

Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat [2) nielipuﬁ:

perundang-undangan;

‘ masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

- daya manusia di bidang perpajakan.

pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau inforrhasi

 perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi 1a1nnya sesual

dengan ketentuan_ peraturan perundang-undangan;

pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan

. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada

pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dqn

peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

~ perjanjian kerja s_ama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja!yang

BABVI
' REKONSILIASI PAJAK

Pasal 21




W
. tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan:
- Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.

@

b
c
d

@

(2)

| v(3)-

@
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W.ali Kota bersama-sama dengan Gubgmur }Kaliman.tgn Timur dan bank

Rekons111a81 data sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

mencocokkan

a.

. Surat setoran Pagak Daerah

rekening koran bank; dan

E 'pengemba.han kelebihan pembayaran Pajak.

“surat pembentahuan PaJak Daerah;

dokumen penyelesaian kekurarigan pembayaran Pajak | dan

Hasil rekonsiliasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dltmdaklan_]utl

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIl
PEMBUKUAN

Pasal 22

Wajibv Pajak wajib melakukan pembukuan atau 'pencatatén secara

elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

- a.

usaha yang sebenarnya.

bagi Wajlb Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratu%s juta
rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan |

bagl Wajib PaJak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
kurang dari Rp4.800. 000. 000,00 (empat miliar delapan ratus‘ juta

- rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pemhukuan ataw

pencatatan.

Pembukuan atau  pencatatan - harus diselenggarakan dengaﬁ

“memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan

'Pembukua'n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilékukan dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

~ dengan pembukuan.

Pencatatan sebagaiména dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit

memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta |bukti

4 | A
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o ”pendukungnya agar dapai; dlgunakan untuk menghltung besaran

Pajak

~Buku catatan dan dokumen yang menjaehr dasar pembukuan; atau 5

‘pencatatan termasuk dokumen hasil pengolahan data dar1 pembilkuan k%

~,'yang d1ke101a secara elektromk atau secara program aphka81

sebagalmana d1maksud pada ayat (1) Wajlb dls1mpan selama 5 (lima)

o id1 Indonesna di tempat keg1atan atau tempat tmggal Wajlb Pajak

tahun =

orang

online |

. pnba.d1, atau d1 tempat kcdudukan Wa31b Pa_]ak Badan Untuk dmormakan‘

- @

T MBLB dan/,atau objek Pagak MBLB. S ~
Kond1s1 Waglb Pajak MBLB sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) pahng
sed1k1t berupa kemampuan membayar Wapb PaJak MBLB atau tmgkat
£ hkuldltas Wajlb Pajak MBLB : : S

L

Juga apablla kewauban ini dilanggar, sanksi apa yg akan dlkenakan? s

5 - BAB Xl :
KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

: - Pasal 23 :
vWah Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang memb1dang1 Pa_]ak dapat '

membenkan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok'

dan / atau sanks1 PaJak MBLB dengan memperhaukan kond1s1 Wajlb PaJak' |

'f KOIIdlSl obJek Pajak MBLB sebagalmana d1maksud pada ayat (1) pal' g

= sed1k1t ‘berupa lahan pertaman yang sangat terbatas, tanah | dan ‘~

o bangunan yang d1tempat1 Wajlb Pajak MBLB dan golongan tertentu nilai -

E sebageumana dlmaksud pada ayat (4).

' dan/ atau kerusuhan -

ot ,/2‘(’4)1‘

' dengan mencantumkan alasan secara jelas.

obJek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran huru hara |

,Kermganan pengurangan dan pembebasan sebagalmana d1maksud pada‘ e
; e Sl

‘;ayat (1) dlajukan oleh ‘Wajib Pajak MBLB dengan menggunakan bahasa B
3 1ndone81a serta meiampu‘kan fotokopi kartu tanda penduduk atau

l1dent1tas Pemohun fotckam surat ketetapan pajaK yang dimbhi’)nkan

, bldang yang menangam kermganan PengUrangan dan pembebasan

i melakukan pene11t1an ‘mengenai berkas permohonan dan kelengkapan =
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Pasal 24

S (1) Wajlb Pa_]ak dapat menga_]ukan permohonan pengurangan atau kennganan i :

L Pa_]ak sebagalmana dlmaksud dalam Pasal’ 23 ‘ayat (1) hanya kepadg. Wahk’
o Kota melalui Kepala BPPDRD | :

s ;A('2’): b Permohonan pengurangan atau kermganan Pa_]ak MBLB harus dlajukan

: ’;\,Wah Kota atau kepala Perangkat Daerah yang memb1dang1 PaJak dapat

s k'(l1ma puluh persen) dan pokok PaJak

. :keputusan pemhetulan

E i %
o secara tertuhs dengan menggunakan bahasa Indonesm serta melamplrkan :
P ‘;a fotokopl Kartu Tanda Penduduk atau 1dent1tas pemohon; dan

b fotokop1 surat ketetapan Pajak MBLB yang d1mohonkan dengan o

i mencantumkan alasan secara jelas. :
(3) Atas permohonan pengurangan atau kennganan PaJak MBLB Kepala
: bldang yang menangam Penaglhan dan Pembukuan melaku.kan penehtlan

mengena1 berkas permohonan dan kelengkapan sebagalmana du'naksud :

= pada ayat @
Pasal 25
k memberlkan pengurangan atau. kermganan PaJak untuk pahng banyak 50% ‘ |
, ‘BAB XV
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

i :  Pasal26 Lk
= fx.(l) Atas .permohonan Waglb Pa;ak atau karena Jabaiannya, Wah Kota: ;atétu |

: ,PeJabat yang d1tun_]uk dapat melakukan pembetulan STPD, - SKP]?KB

~ SKPDKBT, SKPDN, ‘atau’ SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
f,y‘v:kesalahan tulis - dan/ atau kesalahan h1tung dan/atau kekehruan'ffj
el >?penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang—undangan
S ‘perpa]akan Daerah. ; | ' e
‘ ~ (2) Pembetulan sebageumana dnnaksud pada ayat ( 1) d1tetapkan dalam surat ‘ﬁ =

e . (3) ‘Dalam  hal pembetulan d1dasarkan atas permohonan Waub Pajé;k'ﬁ

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang =

A

g |~




e
ey ;,sebagalmana dlmaksud pada ayat (3}, Wah ‘Keta a;tau Pe}abat yang

k :keterangan yang d1per1ukan
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q,,dltunjuk memndaldan;un permghonan izersebut dengan melakukanl :
penehtlan terhadap permohonan WaJ1b PaJak i ‘ '
‘Dalam rangka penel1t1an sebagalmana d1maksud pada ayat (3), Wali Kota

; ‘atau Pe_]abat yang dltunjuk dapat memmta data, 1nforma31 ‘dan/atau

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib PaJak'

S ;;dltunjuk wajib menerb1tkan surat keputusan Dembetulan sebagalmana

L Ldlmaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu pahng Iama 6 (enam) bulan

e sejak tanggal surat permohonan pembetulan dltenma

@

sirhag

A

Surat Keputusan pembetulan sebagalmana dunaksud pada ayat (5) bens1

L | aengan tata cara yang ditentukan; dan . '_

C.

o menolak permohonan Wajib Pa_]ak ‘ £
Pelaksanaan pemhemlan ,S’I-‘PD SKPDKB SKPDKBT SKPDN ~ataw
o kSKPDLB sebagannana dlmaksud pada ayat (1) dﬂakukan sebaga1 benfcu |
s a. ‘Terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDN, atau SKPDLB iyang |

"mengabulkan permohonan WaJlb PaJak dengan membetulkan

o kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
° },mengl.trangkan atau: menghapuskan Jumlah P,aJak yang teru';cang,
':'maupun sank81 adm1n1strat1f beruna bunga denda dan kenalkan, |
: 'Pa_]ak atau | i ’
. :’membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemenksaan manpun

1ketetapan Pajak yang dllaksanakan atau dlterbltkan tldak sesua1

‘ fakan dlbetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan V?Iapb |

Pajak sebagalmana dunaksud pada ayat (1), dllakukan Peneltltlan e

administrasi atas kesalahan tuhs kesalahan hltung dan/ atau,‘
'vkekehruan dalam penerapan peraturan perundang—undangan' e
perp,alakan daerah : :

. b. Dalam hal dan has11 penehtlan sebagalmana dlmaksud pada huruf o ’
| ,a ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hltung dan/ atau S

"kekehruan dalam penerapan peraturan perundang—undangan‘ =

perpajakan daerah : maka dlbetulkan sebagalmana mestlnya

- dengan menerbltkan surat keputusan pembetulan ketetapan paJak | " :
et dan/atau STPD




e  (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengemballan keleb1han;:‘

c. surat keputusan pembetulan kel;etapan pajak dan/ ai;au STPD Gl
‘ ‘sebaga.lmana d1maksud pada huruf b harus dlsampalkan kepada -
»  Wajib Pa_]ak pahng lambat 3 (t1ga) ‘hari ker_la seJak d1terb1tkaA dan
L harus dlluna31 dalam jangka waktu pahng lambat 30 (tlga puluh) :
: hari sejak d1terb1tkan, '

d. xdengan d1terb1tkannya surat keputusan pembetulan ketetapan‘ :

R pajak dan/atau STPD maka STPD, SKPDKB SKPDKBT, SKPDN,

G atau SKPDLB semula harus diberi tanda silang dan paraf serta
dlcantumkan kata “dibatalkan” dan dlslmpan sebagai ar81p dalam E

o f,fiadm1ns1tra81 perpajakan daerah; dan

o »':e.fdalam hal dari has11 pene11t1an sebagalmana dlmaksud pada huruf o

e Lo
a ternyata tldak terdapat kesalahan tuhs ‘kesalahan h?tung '

. : j'dan/ atau kekehruan dalam penerapan peraturan perundang-f
: | undangan perngakan daerah, maka permohonan pembetulan

pembetulan STPD SKPDKB SKPDKBT SKPDN atau SKPDLB

, ; BAB XVI . i
PENGEMBALI.AN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MBLB

~ Pasal 27

Atas keleblhan pemhayaran Pajalk; Wajlb Pa;ak da.pat mengag}_xkan i
: permohonan pengembahan kepada Wali Kota atau PeJabat yang ditunjuk. |
Wali Kota atau Pejabat yang d1tunJuk dalam Jangka Waktu pahng laxrtla 12 .

| kpembayaran Pa_]ak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ha_n_ls

e . membenkan keputusan

e (3) Apabﬂa Jangka Waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) telah’ .
S ilampat i dan Wah Ko,ta atau Pejabat yang dltunjuk tidak memb,enkanﬁiﬁ -
" suatu keputusan permohonan Dengembahan pembayaran PaJak d1anggap’ '
- dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus d1terb1tkan dalam Jefngka

A waktu pahng la.ma 1 (satu) bulan.

i 'pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada aya’c 1y 1angsung :

JApabﬂa 'Wajlb PaJak mempunya1 Utang PaJak 1a1nnya, kelebihan .

d1perh1tungkan untuk meluna81 terlebih dahulu Utang PaJak lalnnya

N

e dapat ditolak dengan menerb1tkan surat keputusan penolakan ‘, :  ol




(5)
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Pgngemballan keleblhan p@mbayaran Pajak scbaga;mana, dlmaksud

Jika pengembahan kelebihan pembayaran Pajak dﬂakukan setelah lewat 2 e

(dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang d1tunJuk membenka imbalan o

2 ‘_bunga sebesar o, 6% (nol koma enam persen) per -bulan
= S:ke:terlamhatan pemhayaran kelebihan pemhayaran Pagak

‘ fPengembahan keleblhan pembayaran sebagalmana dlmaksud pada|

(1) dlsebabkan adanya kelebihan pembayaran PaJak MBLB yang

. dlsetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
. penghitungan dari Wajib Pajak;

kpembatalan‘ dan pengurangan ketetapan dan pengurangan

5 penghapusan sanks1 astrauf

s c ‘Putusan Bandmg atau putusan penmgauan kembah dan

@
L secara tertulis pahng lambat 3 (tlga) bulan se_]ak saat hmbulnya keleblhan[
| | fpembayaran Pajak MBLB ‘

: a(9)f llBerdasarkan permohonan Wa_ub Pajak sehagalmana dlmaksud pada

d. :kebgakan | pembenan - pengurangan, kennganan v dan/atau o g

i ‘pembebasan PaJak berdasarkan ketentuan perundang—undangan g

o (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau pe;abat

g “ Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerb1tkan surat‘ ; " {

e Bendahara Umum Daerah mengembahkan keleb1han pembayaran{ B

ay:a'_tkt ‘
telah .

'b. surat Keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan‘

atau

L

B: Permohonan Wajib Pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) d1aJukanr o

ayat

Nang ‘i g
7[ o d1tunJuk melakukan peneht1an atau Pemenksaan terhadap kebenaran
. kelebihan pembayaran Pajak MBLB.

(10) Keleblhan pembayaran PaJak MBLB yang sudah d1setor dapat ;  ;': R

dlkembahkan kepada Wa31b Pajak atau Penanggung Pajak me1a1u1

I‘eStltL'lSI dengan cara :

o a Waglb Pa;ak ,a;tau Penanggung P.a:Jak mengegukan p.ermohfman'; b

‘sebagalmana dlmaksud pada avat (1) secara tertuhs dengan v‘ e

; melamplrkan dokumen

| b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB

- permtah pembayaran kelebihan Pajak Daerah; dan -

; «_sesual sur,a.t penn:eah pemha,y.ar.an kelebﬂlan Pagak Daerah.

o [

;
L

pada . ,
e :i;-\,,'ayat (1) dllakukan dalam jangka waktu palmg lama 2 (dua) bulan seJak &
o ‘i;",]d1terb1tkannya SKPDLB atau SKRDLB. | o
(e

atas” o
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{11) Dalam hal Wajib Pag’ak mempunyau Pajak yang Terutang lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi
terleblh dahulu utang PaJak tersebut.

o (12) Dalam hal kelebihan pembayaran aJak dlperhltungkan dengan utang

- ‘Pajak lainnya sebagaimana dimaks d pada ayat {11), pembayaranya
dﬂakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemlndahbukuan
Juga berlaku sebagal bukti pembayaran.

BAB XVI
- KETENTUAN PENUTUP

_ , Pasal 28~
| Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota -
- Balikpapan Nomeor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
- Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bz;tuan
'(Benta Daerah Kota Bahkpapan Tahun 2020 Nomor 24) dicabut dan
d1nyatakan tidak berlaku. ' |

S ‘ | Pasal 29
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan‘.b

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
- Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapa{n.

Ditetapkah di Balikpapan
- pada tanggal ...
"WALI KOTA BALIKPAPAN, |

RAHMAD MAS'UD
a Dlundangkan di Bahkpapan

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
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T AAENRTERRIAI PRSI ATIEY

 BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR...

-~ Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
i KEPALA BAGIAN HUKUM,

---------------------------------------------




